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Abstrak 
Sengketa di pengadilan terjadi karena diantara subjek 
hukum terjadi perselisihan terhadap suatu kasus, utamanya 
adalah perdata. Namun merujuk kepada proses pengadilan yang 
berlaku di Indonesia, terdapat fasilitas mediasi yang diberikan 
oleh lembaga pengadilan agar para pihak yang bersengketa 
dapat didamaikan dan tidak melanjutkan ke proses hukum acara. 
Mediasi sangat penting dalam meminimalisir sebuah perkara 
atau sengketa berakhir panjang, karenanya di bawah ini akan 
dijelaskan mengenai urgensi mediasi sebagai salah satu bentuk 
penyelesaian sengketa 
 
Kata Kunci: Mediasi, Sengketa, Alternatif  
 
A. Latar Belakang. 
Sengketa biasanya bermula dari suatu situasi dimana ada 
pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Hal ini diawali oleh 
perasaan tidak puas yang bersifat subyektif dan tertutup. Kejadian 
ini dapat dialami oleh perorangan maupun kelompok. Perasaan 
tidak puas akan muncul ke permukaan apabila terjadi conflict of 
interest. Pihak yang merasa dirugikan akan menyampaikan 
ketidakpuasannya kepada pihak kedua. Apabila pihak kedua 
dapat menanggapi dan memuaskan pihak pertama, selesailah 
konflik tersebut. Sebaliknya, jika reaksi dari pihak kedua 
menunjukkan perbedaan pendapat atau memiliki nilai-nilai yang 
berbeda, terjadi apa yang dinamakan dengan sengketa.
1
 
                                                 
1
 Suyud Margono, ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan 
Aspek Hukum, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2004, hal. 34. 
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Ronny Hanitijo
2
 memberikan pengertian konflik sebagai 
situasi (keadaan) dimana dua atau lebih pihak-pihak 
memperjuangkan tujuan mereka masing-masing yang tidak dapat 
dipersatukan dan dimana tiap-tiap pihak mencoba meyakinkan 
pihak lain mengenai kebenaran tujuannya masing-masing. 
Sedangkan Joni Emirzon
3
 mendefiniskan konflik  sebagai 
pertentangan atau ketidaksesuaian antara para pihak yang akan 
dan sedang mengadakan hubungan atau kerja sama. 
Sengketa terjadi karena tidak adanya titik temu antara 
pihak-pihak yang bersengketa. Secara potensial, dua pihak yang 
mempunyai pendirian/pendapat yang berbeda dapat beranjak ke 
situasi sengketa. Dalam persengketaan, perbedaan pendapat dan 
perdebatan yang berkepanjangan biasanya mengakibatkan 
kegagalan proses mencapai kesepakatan. Keadaan seperti ini 
biasanya berakhir dengan putusnya jalur komunikasi yang sehat 
sehingga masing-masing pihak mencari jalan keluar tanpa 
memikirkan nasib ataupun kepentingan pihak lainnya. 
Konflik atau sengketa yang terjadi antara manusia cukup 
luas dimensi dan ruang lingkupnya. Konflik dan persengketaan 
dapat saja terjadi dalam wilayah publik maupun wilayah privat. 
Konflik dalam wilayah publik berkaitan erat dengan kepentingan 
umum, dimana negara berkepentingan untuk mempertahankan 
kepentingan umum tersebut. Berbeda dengan wilayah privat, 
dimana titik berat kepentingan terletak pada kepentingan 
perorangan (pribadi). Dimensi privat cukup luas cakupannya 
yang meliputi hukum keluarga, hukum kewarisan, hukum 
kekayaan, hukum perjanjian (kontrak), bisnis, dan lain-lain. 
Dalam dimensi hukum privat, para pihak yang bersengketa dapat 
melakukan penyelesaian sengketanya melalui jalur hukum di 
pengadilan atau di luar jalur pengadilan. Hal ini sangat 
dimungkinkan, karena dalam hukum privat, titik berat 
kepentingan terletak pada para pihak yang bersengketa, bukan 
                                                 
2
Ronny Hanitijo Soemitro, Hukum dan Masalah Penyelesaian Konflik, 
Semarang, CV. Agung, 1990, hal.36. 
3
Joni Emirzon, Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, 
Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001, hal. 21. 
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negara atau kepentingan umum. Oleh karena itu, tawar menawar 
dan pembayaran sejumlah kompensasi untuk menyelesaikan 
sengketa dapat terjadi dalam dimensi ini.
4
 
Sengketa dapat terjadi setiap saat akibat timbulnya keadaan 
yang sekilas tampak tidak berarti dan kecil sehingga terabaikan. 
Sengketa biasanya muncul secara tiba-tiba dan tidak disangka-
sangka, atau dapat terjadi tanpa diperhitungkan sebelumnya. 
Sejak awal kehidupan, manusia telah terlibat dengan masyarakat 
di sekitarnya yang penuh dengan pertentangan, dan bersamaan itu 
sejarah hukum berlangsung secara paralel dan selanjutnya 
dimanapun dapat saja ditemukan seseorang yang bertindak 
sebagai penengah untuk menyelesaikan sengketa yang timbul 
secara adil dan tidak memihak.
5
 
Bentuk sengketa beraneka ragam dan keanekaragamannya 
menentukan inti permasalahan; setiap permasalahan memiliki 
sekian banyak liku-liku, akan tetapi pada ahirnya intinya akan 
muncul ke permukaan. Berbagai faktor individual maupun 
pengaruh lingkungan dapat menguasai emosi para pihak yang 
bersengketa melalui pertentangan tertentu yang kadang-kadang 
tidak dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat.
6
 
Agar tercipta proses penyelesaian sengketa yang efektif, 
prasyarat yang harus dipenuhi adalah kedua belah pihak harus 
sama-sama memperhatikan atau menjunjung tinggi hak untuk 
mendengarkan atau hak untuk didengar. Dengan prasyarat 
tersebut, proses dialog dan pencarian titik temu yang akan 
menjadi panggung proses penyelesaian sengketa baru dapat 
berjalan. Jika tanpa kesadaran tentang pentingnya langkah ini, 
proses penyelesaian sengketa tidak berjalan dalam arti yang 
sebenarnya. 
Ada tiga faktor utama yang mempengaruhi proses 
penyelesaian sengketa, yaitu : 1) Kepentingan (interest), 2) Hak-
                                                 
4
Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari’ah, Hukum 
Adat, dan Hukum Nasional, Jakarta, Prenada Media Group, 2009, hal. 21-22. 
5
Priyatna Abdurrasyid, Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa 
Suatu Pengantar, Jakarta, PT. FikahatiAneska, 2002, hal. 28. 
6
Ibid, hal.1. 
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hak (rights), 3) Status kekuasaan (power). Para pihak yang 
bersengketa menginginkan agar kepentingannya tercapai, hak-
haknya dipenuhi, dan kekuasaannya diperlihatkan, dimanfaatkan, 
dan dipertahankan. Dalam proses penyelesaian sengketa, pihak-
pihak yang bersengketa lazimnya akan bersikeras 
mempertahankan ketiga faktor di atas.
7
 
Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi sikap para 
pihak dalam sengketa dan yang dapat mempengaruhi cara 
penyelesaian, misalnya :
8
 
1. Implikasi keuangan dan ekonomi, termasuk jumlah uang yang 
dipersengketakan terkait dengan posisi keuangan secara 
keseluruhan pada masing-masing pihak dan pengaruh yang 
akan ditimbulkan terhadap pihak tersebut akibat 
perselisihannya. 
2. Masalah prinsip dapat menjadi pertentangan, meskipun 
implikasi keuangan tidak begitu berarti, kadang-kadang 
masalah yang Nampak di permukaan sebagai masalah prinsip 
tidak terbukti atau adanya kemungkinan untuk menegakkan 
prinsip dari sengketa sebenarnya. 
3. Persepsi tentang kewajaran dan keadilan, juga pemahaman dan 
kecurigaan para pihak mungkin sangat berbeda dan 
mempengaruhi tindakan yang diambil terhadap suatu masalah. 
4. Tuntutan dan pembelaan dapat dibuat secara cermat, misalnya 
untuk mendorong seseorang mengadakan negosiasi atau 
menunda pembayaran jumlah uang yang harus dibayar. 
5. Adanya masalah yang mempengaruhi kebebasan atau yang 
berkaitan dengan status individu atau dimana preseden yang 
mengikat perlu dibentuk, penting diakhiri dengan suatu 
keputusan. 
6. Acapkali pokok masalah mempunyai nilai simbolis. 
7. Publisitas bisa menjadi faktor yang relevan, baik karena 
kelemahan salah satu pihak untuk menghindari perhatian 
                                                 
7
 William Ury, JM. Brett, S.B. Goldberg, Getting Disputes Resolved, 
Pan Books, 1993. 
8
PriyatnaAbdurrasyid, Op.Cit, hal.7-9. 
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umum atau sebaliknya karena adanya harapan yang positif 
untuk menarik liputan media. 
8. Faktor emosional yang mempengaruhi sikap para pihak. 
9. Faktor kepribadian berpengaruh terhadap cara pendekatan 
yang diambil satu pihak dalam sengketa. 
10. Pertimbangan praktis sangat relevan berkaitan dengan 
masalah dalam perselisihan. 
 Dalam praktek, ada berbagai macam cara untuk 
memperoleh kesepakatan dalam menyelesaikan sengketa atau 
konflik yang mereka hadapi. Dalam perkembangannya, 
masyarakat yang semakin modern meninggalkan cara-cara lama 
(yang merupakan kebiasaan) dan beralih ke cara-cara 
hukum/yuridis, sehingga warga masyarakat tampak secara 
berangsur-angsur mulai menggunakan cara penyelesaian sengketa 
yang diakui pemerintah. Cara penyelesaian sengketa yang selama 
ini dikenal adalah cara penyelesaian secara yuridis dan non 
yuridis. Cara yuridis dan non yuridis pada prinsipnya sama saja, 
tergantung dari sudut mana meninjaunya.
9
 
Menurut Komar Kantaatmadja, secara garis besar dapat 
dikatakan bahwa penyelesaian sengketa dapat digolongkan dalam 
tiga golongan :
10
 
1. Penyelesaian sengketa dengan menggunakan negosiasi, baik 
berupa negosiasi yang bersifat langsung (negotiation 
simplisiter) maupun dengan penyertaan pihak ketiga (mediasi 
dan konsiliasi). 
2. Penyelesaian sengketa dengan cara litigasi, baik yang bersifat 
nasional maupun internasional. 
3. Penyelesaian sengketa dengan menggunakan arbitrase, baik 
yang bersifat ad hoc maupun yang terlembaga. 
 Dalam menghadapi konflik, setiap masyarakat memiliki 
berbagai macam cara untuk memperoleh kesepakatan dalam 
                                                 
9
Sudiarto dan Zaeni Asyhadie, Mengenal Arbitrase : Salah Satu 
Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 
2004, hal. 2. 
10
Huala Adolf, Arbitrase Komersial Internasional, PT. 
RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 4. 
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menyelesaikan, perselisihan atau konflik  yang sedang mereka 
hadapi. Penyelesaian sengketa dapat saja dilakukan oleh kedua 
belah pihak secara kooperatif,  dibantu oleh orang lain atau pihak 
ketiga yang bersifat netral. Sebelum mengenal  hukum tertulis, 
cara yang ditempuh adalah berdasarkan kebiasaan yang bersifat 
informal (hukum adat setempat), kemudian berkembang ke cara 
formal melalui lembaga peradilan berdasarkan hukum tertulis. 
Karena masyarakat makin meninggalkan cara-cara kebiasaan dan 
beralih ke cara-cara hukum, warga masyarakat tersebut secara 
berangsur-angsur menggunakan cara penyelesaian sengketa yang 
diakui oleh pemerintah, sebab cara itu dianggap lebih 
memberikan keadilan  dan kepastian hukum. 
 Secara teori mungkin masih benar pandangan, bahwa 
dalam negara hukum yang tunduk kepada the rule of law, 
kedudukan peradilan dianggap sebagai pelaksana kekuasaan 
kehakiman (judicial power) yang berperan sebagai katup penekan 
(pressure valve) atas segala pelanggaran hukum dan ketertiban 
masyarakat. Oleh karena itu, peradilan masih tetap relevan 
sebagai the last resort atau tempat terakhir dalam mencari 
keadilan, sehingga secara teoritis masih diandalkan sebagai badan 
yang berfungsi dan berperan menegakkan kebenaran dan keadilan 
(to enforce the truth and justice).
11
 
Pengadilan sesungguhnya merupakan suatu institusi dalam 
masyarakat yang telah diterima oleh berbagai kalangan 
masyarakat, tidak hanya sebagai lembaga hukum  yang 
memeriksa dan mengadili perkara saja, tetapi juga dapat 
dipandang sebagai suatu institusi ekonomi dan politik serta 
sebagai lambang harapan-harapan masyarakat untuk 
mendapatkan keadilan dan lain-lain. Pengadilan sebagai lembaga 
pelaksana dari kekuasaan kehakiman sebenarnya memiliki fungsi 
yang sangat penting, bahkan keberadaan lembaga  pengadilan 
merupakan ciri utama dari sebuah negara hukum. Sesuai dengan 
konstitusi, pengadilan dapat berperan baik secara politis, yuridis 
                                                 
11
M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Jakarta, Sinar Grafika, 
2005, hal. 229. 
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maupun sosiologis. Ketiga peran tersebut harus merupakan satu 
kesatuan dalam penerapannya, walaupun setiap perkara yang 
diselesaikan oleh pengadilan berbeda-beda, namun dalam 
pelaksanaannya tentu harus disesuaikan dengan karakteristik 
suatu perkara.
12
 
Keberadaan dan kebutuhan terhadap pengadilan sampai 
saat ini masih tetap relevan, walaupun ada anggapan bahwa 
pengadilan di negara berkembang dianggap merupakan 
kepanjangan tangan kekuasaan, bahkan di beberapa negara 
pengadilan dianggap tidak bersih, sehingga putusan-putusannya 
dinilai berat sebelah dan mendatangkan ketidakadilan.
13
 
Akan tetapi, pengalaman pahit yang menimpa masyarakat 
mempertontonkan sistem peradilan yang tidak efektif dan tidak 
efisien, Penyelesaian perkara memakan waktu puluhan tahun. 
Proses bertele-tele yang dililit lingkaran upaya hukum yang tidak 
berujung. Mulai dari banding, kasasi, dan peninjanuan kembali. 
Setelah putusan berkekuatan hukum tetap, seksekusi dibenturkan 
lagi dengan upaya verzet dalam bentuk partai verzet dan derden 
verzet. Pendek kata, tidak ada ujung kesudahannya. Memasuki 
gelanggang forum pengadilan, tidak ubahnya mengembara dan 
mengadu nasib di hutan belantara (adventure unto the unknown). 
Padahal masyarakat pencari keadilan, membutuhkan proses 
penyelesaian yang cepat yang tidak formalistis atau informal 
procedure and can be put into motion quickly.
14
 
Sudah menjadi masalah umum di negara manapun, baik di 
negara yang sudah maju maupun di negara yang sedang 
berkembang, kritik yang dilontarkan kepada lembaga peradilan 
dalam menyelesaikan sengketa di masyarakat dan pencari 
keadilan, sangat banyak dan beragam. Pada umumnya mereka 
                                                 
12
Moch. Basarah, Mengenal Arbitrase Nasional dan Internasional, 
Fakultas Hukum UNISBA, Bandung, 2008, hal. 14-15. 
13
Erman Rajagukguk, Budaya Hukum dan Penyelesaian Sengketa 
Perdata di Luar Pengadilan, Jurnal Magister Hukum, Magister Hukum 
Universitas Islam Indonesia, Vol. 2 No. 4, Oktober 2000, hal. 1. 
14
Yahya Harahap, Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peadilan 
dan Penyelesaian Sengketa, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 1997, hal.248. 
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melakukan kritik karena lambatnya proses peradilan, biaya 
mahal, dan berbelit-belit.
15
 Beberapa kritikan yang penting 
diantaranya : penyelesaian sengketa yang lambat, biaya perkara 
yang mahal, peradilan tidak tanggap, putusan pengadilan sering 
tidak menyelesaikan masalah, kemampuan hakim yang bersifat 
generalis.
16
 
Karena berbagai kelemahan yang melekat pada badan 
pengadilan dalam menyelesaikan sengketa, baik kelemahan yang 
dapat diperbaiki ataupun tidak, maka banyak kalangan yang ingin 
mencari cara lain atau institusi lain dalam menyelesaikan 
sengketa di luar badan-badan pengadilan.
17
 
Dari deskripsi yang telah diuraikan di atas, dapat 
memberikan gambaran betapa kompleksnya permasalahan yang 
ada di lembaga peradilan, meskipun kedudukan dan 
keberadaannya sebagai presure valve and the last resort, yaitu 
sebagai katup penekan dan jalan penyelesaian terahir dalam 
mencari kebenaran dan keadilan, hal tersebut dapat mengurangi 
kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan. Sifat formal 
dan teknis pada lembaga peradilan sering mengakibatkan 
penyelesaian sengketa yang berlarut-larut, sehingga 
membutuhkan waktu yang lama. Asas peradilan sederhana, cepat, 
biaya ringan hingga kini masih terkesan sebagai slogan. Kondisi 
ini kian diperburuk dengan kenyataan masih banyaknya perkara 
yang bertumpuk dan belum terselesaikan di Mahkamah Agung. 
Hal ini bisa menimbulkan persepsi ganda, yaitu : pertama, karena 
lembaga ini memang kekurangan hakim. Kedua, tumpukan 
perkara tersebut adalah pantulan situasi permisif di Mahkamah 
Agung.
18
 
Kelambanan penyelesaian sengketa oleh lembaga peradilan 
merupakan penyakit kronis yang sudah lazim di banyak negara. 
                                                 
15
Yahya Harahap, Op.Cit., hal.155. 
16
Suyud Margono, Op.Cit, hal.34. 
17
Munir Fuady, Arbitrase nasional Alternatif Penyelesaian Sengketa 
Bisnis, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003, Hal. 33. 
18
Nurnaningsih Amriani, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa 
Perdata di Pengadilan, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2011,  hal.5. 
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Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian sengketa 
sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap 
(in kracht van gewijsde) menunggu cukup lama. Di Indonesia, 
proses litigasi menapaki rentang masa 7-12 tahun atau 5-15 
tahun, bahkan 15-20 tahun, di samping ada juga yang hanya 
memakan waktu 5-6 tahun. Tempo tahapan penyelesaian 
sengketa terpola bervariasi secara hirarkis. Pada tingkat peradilan 
pertama 1-2 tahun, banding 1-2 tahun, kasasi 1-3 tahun dan 
peninjauan kembali 2-3 tahun.
19
 
Sebagai benteng terakhir para pencari keadilan, peran 
pengadilan dalam menegakkan hukum dan keadilan semakin 
dituntut. Melalui putusan-putusan pengadilan dapat terlihat 
apakah putusan tersebut mencerminkan rasa keadilan atau bahkan 
memihak kepada kepentingan-kepentingan yang lebih besar, 
sehingga dapat menimbulkan masalah baru. Banyaknya kritik 
yang dilontarkan dalam kaitannya dengan kinerja pengadilan, 
pada umumnya mengatakan bahwa penyelesaian sengketa 
melalui pengadilan sangat lamban, sehingga waktu yang 
dibutuhkan sangat lama. Demikian pula dengan biaya perkara 
yang sangat besar, sehingga melebihi nilai perkara yang 
diajukan.
20
 
Selain itu lembaga pengadilan dianggap kurang tanggap 
atau tidak responsif dalam membela dan memperhatikan 
kepentingan umum serta tidak tanggap terhadap kepentingan 
rakyat biasa dan cenderung memperhatikan lembaga besar dan 
orang kaya. Putusan yang diberikan oleh pengadilan pun pada 
akhirnya tidak menyelesaikan masalah, tetapi justru membuat 
masalah baru dan terkadang membingungkan, sehingga mutu 
putusan tidak obyektif dan tidak menyentuh permasalahan 
pokok/sengketa.
21
 
Besarnya tuntutan masyarakat terhadap perbaikan kinerja 
                                                 
19
M. Yahya Harahap, Op.Cit, hal. 153. 
20
Moch. Basarah, Op.Cit, hal. 17. 
21
M. Yahya Harahap, Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem 
Peradilan dan Penyelesaian Sengketa, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997, hal. 
153. 
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pengadilan, perlu mendapatkan perhatian yang khusus dari 
pemerintah agar memikirkan perbaikan sistem peradilan yang 
mampu menjalankan keinginan undang-undang. Dengan kata 
lain, masyarakat sebagai pencari keadilan menuntut sistem 
peradilan yang efektif  dan efisien. Gambaran yang umumnya 
merupakan kelemahan yang banyak ditemukan dalam proses 
penyelesaian perkara melalui pengadilan sebagaimana 
dikemukakan di atas, akhirnya dapat menimbulkan rasa 
pesimisme bagi para pencari keadilan. 
Menyadari lambatnya penyelesaian sengketa melalui 
peradilan di Indonesia, pada tahun 1992 Mahkamah Agung 
menerbitkan SEMA No. 6 Tahun 1992 yang menganjurkan agar 
penanganan dan penyelesaian perkara diusahakan selesai dalam 
tempo 6 (enam) bulan. Hal ini didasarkan pada realita betapa 
banyaknya kasus yang menumpuk di pengadilan dan tidak 
terselesaikan dalam waktu berbulan-bulan. Karena itu, anjuran 
dalam Surat Edaran tersebut dirasa perlu sebagai penekanan 
pelaksanaan asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, 
dan biaya ringan.
22
 
Akibat samping dari kebijakan tersebut, arus perkara makin 
cepat dan deras melaju ke tingkat kasasi. Perkara yang 
dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung terbilang tinggi, delapan 
belas ribu kasus per tahun. Padahal dewasa ini, sudah masuk 
sekitar enam belas ribu perkara baru. Menumpuknya perkara ini 
menunjukkan adanya indikasi ketidakpuasan pencari keadilan.
23
 
Dengan kelambanan badan peradilan dalam menyelesaikan 
sengketa, dapat dipahami manakala biaya perkara disinyalir 
kerapkali melampaui nilai kemenangan. Problematika adversary 
system diperburuk lagi oleh ketentuan hukum yang rigid. Proses 
                                                 
22
TM. Luthfi Yazid, Penyelesaian Sengketa Melalui ADR, Jurnal 
Hukum Lingkungan, Tahun III No.1/1996, hal.96. 
23
M. Yahya Harahap, Op.Cit., hal.155. Tumpukan perkara di 
Mahkamah Agung  pada tahun 2007 sebanyak 12.025 perkara, tahun 2008 
sebanyak 10.827 perkara, tahun 2009 sebanyak 8.280 perkara, tahun 2010 
sebanyak 8424 perkara, dan tahun 2011 s.d. bulan September sebanyak 8563 
perkara, Harian Republika, Rabu 25 Januari 2012. 
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pengadilan terikat atau tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum 
normatif yang kaku dan ketat. Oleh sebab itu, para pihak dalam 
persidangan seringkali memperdebatkan soal-soal prosedur 
hukum hingga berlarut-larut. Keadaan ini secara tidak langsung 
telah mengisolasikan para pihak dari substansi persoalan yang 
menjadi sumber sengketa. Padahal setiap sengketa senantiasa 
bersangkut paut dengan soal-soal teknis non hukum, misalnya 
aspek ekonomi, sosial, politik dan lain-lain. Pengadilan 
cenderung akan memfokuskan pada sosal-soal teknis hukum 
normatif dengan mengabaikan soal-soal substantif lainnya, 
sehingga hasil penyelesaian akhir bersifat parsial dan akan terjadi 
menang-kalah (win-lose).
24
 
Litigasi adalah metode penyelesaian sengketa paling lama 
dan lazim digunakan dalam penyelesaian sengketa yang bersifat 
publik maupun bersifat privat. Seiring dengan berjalannya waktu 
dan perkembangan zaman, dimana kebutuhan masyarakat akan 
keadilan dan kesejahteraan semakin besar, maka penyelesaian 
sengketa melalui litigasi lambat laun dirasakan kurang efektif 
lagi. Penyelesaian sengketa melalui litigasi dirasakan terlalu lama 
dan memakan biaya yang cukup besar. Kondisi demikian 
menyebabkan pencari keadilan mencari alternatif lain, yaitu 
penyelesaian sengketa di luar proses peradilan formal. 
Penyelesaian sengketa di luar proses peradilan formal inilah yang 
disebut dengan Alternative Dispute Resolution (ADR). 
Dewasa ini penyelesaian sengketa/konflik sudah mulai 
beralih dari penyelesaian dengan cara litigasi ke cara-cara 
penyelesaian nonlitigasi. Banyak negara saat ini berpaling pada 
cara penyelesaian sengketa yang disebut dengan Alternative 
Dispute Resolution (ADR) atau Mekanisme Penyelesaian 
Sengketa Secara Kooperatif (MPSSK) atau Mekanisme Alternatif 
Penyelesaian Sengketa (MAPS). Adanya mekanisme ini 
sebenarnya merupakan alternatif pilihan penyelesaian sengketa di 
                                                 
24
Takdir Rahmadi, Mekanisme Alternatif  Penyelesaian Sengketa 
Lingkungan, Makalah Penataran Hukum Lingkungan, Proyek Kerja Sama 
Hukum Indonesia-Belanda, FH. Unair Surabaya, 1996, hal.7-8. 
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luar pengadilan. Dengan cara ini, kemacetan penyelesaian 
sengketa yang terjadi di pengadilan dapat dikurangi. 
Penyelesaian sengketa secara komprehensif di luar 
pengadilan (ADR) merupakan ekspresi responsif atas 
ketidakpuasan penyelesaian sengketa melalui proses litigasi yang 
bersifat konfrontatif. Selain itu, penyelesaian melalui ADR 
merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang didasarkan 
pada kesepakatan (kompromi, negosiasi) atau dengan melibatkan 
pihak ketiga sebagai mediator atau konsiliator atau yang 
berbentuk arbitrase.  
Dari kepustakaan yang ada, dapat dikemukakan dua alasan 
pokok mengapa masyarakat di negara maju seperti Amerika 
Serikat, Eropa, Australia, Jepang, Korea, Hongkong, dan Cina, 
lebih memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagai 
alternatif, yaitu : (1) adanya tuntutan dunia bisnis, (2) adanya 
kritik terhadap lembaga peradilan yang kurang responsif terhadap 
kebutuhan keadilan masyarakat.
25
 Pilihan semacam ini tentu 
cukup bijaksana, karena penyelesaian sengketa di luar pengadilan 
menganut paham sama-sama menguntungkan. Berbeda dengan 
penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang menganut paham 
kalah-menang. 
Pilihan ini terjadi karena masyarakat menilai fungsi 
lembaga peradilan formal belum bekerja secara optimal. Berbagai 
kelemahan yang melekat pada sistem peradilan, telah 
menyebabkan masyarakat pencari keadilan semakin menghindar 
dari penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) dan 
beralih ke cara-cara penyelesaian melalui non litigasi. Kondisi ini 
tidak hanya melanda pengadilan di Indonesia saja, tetapi melanda 
hampir seluruh negara di dunia, baik negara-negara Barat 
maupun Timur.
26
 Di negara berkembang, pengadilan adakalanya 
dianggap memihak kepada orang-orang yang memiliki status 
                                                 
25
Nurnaningsih Amriani, Op. Cit., hal.37-38. 
26
Runtung, Keberhasilan dan Kegagalan Penyelesaian Sengketa 
Alternatif (Studi Mengenai Masyarakat Karo di Kabanjahe dan Brastagi), 
Disertasi Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2002, 
ahal.91. 
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sosial yang tinggi dan para pengusaha besar. Bahkan di beberapa 
negara, pengadilan dianggap tidak bersih, sehingga putusan-
putusannya dianggap lebih memihak yang mendatangkan 
ketidakadilan (injustice).
27
 
 
B. Batasan dan Falsafah Alternatif Penyelesaian Sengketa 
(Masukkan I Made Widnyana, hal. 113 dst.) 
Sejak dahulu kala dan sudah menjadi prinsip dasar bagi 
manusia bahwa mereka selalu menghendaki sesuatu yang damai 
dan tenteram dalam hidup mereka. Setiap sengketa atau 
perselisihan yang terjadi dalam anggota masyarakat pada 
umumnya diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat bagi 
kepentingan bersama. Pengadilan sebagai salah satu cara 
penyelesaian sengketa yang paling dikenal, boleh dikatakan akan 
selalu berusaha untuk dihindari oleh banyak anggota masyarakat. 
Selain proses dan jangka waktu yang relatif  lama dan beralarut-
larut, serta oknum-oknum yang cenderung mempersulit proses 
pencarian keadilan, peradilan di Indonesia saat ini dianggap 
kurang dapat memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, bakan 
kadangkala memperkosa   rasa keadilan dan kepatuta yang 
berkembang di dalam masyarakat.
28
 
Penyelesaian sengketa merupakan hal yang bagi sebagian 
orang kadang kala tabu dibicarakan, namun juga sering kali 
menjadi perdebatan yang hangat dan sengit. Dikatakan tabu oleh 
karena secara alamiah tidak ada seorangpun yang menghendaki 
terjadinya sengketa, apapun bentuk dan macamnya. Meski 
demikian, kenyataan menunjukan bahwa dalam hal sengketa, 
bagaimanpun orang berusaha menghindarinya, pasti akan selalu 
muncul, meski dengan kadar keseriusan yang berbeda-beda. 
Selanjutnya, sengketa akan menjadi hangat dan sengit jika 
ternyata sengketa tersebut tidak kunjung memperoleh 
penyelesaian bagi pihak-pihak yang terlibat dalam persengketaan 
                                                 
27
Erman Rajaguguk, Op.Cit., hal. 103. 
28
Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, Hukum Arbitrase, Jakarta, 
PT. RajaGrafindo Persada, 2001, Hal. 25-26.  
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tersebut. 
Pada tanggal 12 Agustus 1999 telah diundangkankan dan 
sekaligus diberlakukan UU RI Nomor 30 Tahun 1999 Tentang 
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-undang 
ini tidak hanya mengatur mengenai arbitrase sebagai salah satu 
alternatif penyelesaian sengketa yang telah cukup dikenal di 
Indonesia saat ini, melainkan juga alternatif penyelesaian 
sengketa lainnya. 
Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan sekumpulan 
prosedur atau mekanisme yang berfungsi memberi alternative 
atau pilihan suatu tata cara penyelesaian sengketa melalui bentuk 
Alternatif Penyelesaian Sengketa/arbitrase agar memperoleh 
putusan akhir dan mengikta para pihak. Pemanfaatan Alternatif 
Penyelesaian Sengketa, baik di luar maupun di dalam negeri telah 
menimbulkan suatu kesan bahwa ada satu keolompok atau aliran 
pemikiran yang mengarah pada perkembangan proses Alternatif 
Penyelesaian Sengketa dan dipandangan sebagai cakupan 
berbagai usaha yang ditarik dari berbagai sumber yang berbeda 
dan masing-masing memiliki falsafah, budaya dan cara penerapan 
khusus.
29
 
Alternatif penyelesaian sengketa adalah sebuah keonsep 
yang mencakup berbagai bentuk penyelesaian sengketa selain 
daripada proses peradilan melalui cara-cara  yang sah menurut 
hukum, baik berdasarkan pendekatan konsensus atau tidak 
berdasarkan pendekatan konsensus. Ciri utama dari proses 
penyelesaian sengketa adalah para pihaklah yang memutuskan 
hasil dari yang disengketakan, yaitu yang menjadi putusan 
finalnya. Prosesnya adalah melalui bentuk-bentuk dari alternatif 
penyelesaian sengketa itu sendiri, seperti negosiasi yaitu 
penyelesaian langsung oleh para pihak yang bersengketa atau 
mediasi yaitu dengan bantuan piha ketiga, dan pihak ketiga 
(penengah) yang tidak menetapkan suatu keputusan, tetapi 
menggunakan suatu proses terstruktur untuk membantu para 
pihak menyelesaikan apa yang mereka sengketakan. 
                                                 
29
Priyatna Abdurrasyid, Op.Cit. Hal. 17 
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Pengendalian terhadap bentuk-bentuk penyelesaian akhir tetap 
berada di tangan pihak-pohak yang bersengketa. Di dalam 
Alternatif Penyelesaian Sengketa, penyelesaiannya diusahakan 
sebisa mungkin dilakuakns ecara kooperatif. Penyelesaian 
kooperatif bisa diistilahkan sebagai win-win solution, yaitu suatu 
penyelesaian dimana semua pihak merasa sama-sama menang
30
. 
Salah satu motivasi Alternatif Penyelesaian Sengketa  
adalah pemberdayaan individu. Dalam proses sebelumnya, 
penyelesaian perselisihan biasanya ditangani oleh para ahli 
hukum yang menggunakan prosedur, bahasa hukum dan dasar 
pemikiran yang mereka kuasai melalui negosiasi sebelum proses 
maju ke pengadilan. Pemberdayaan individu dalam rangka usaha 
penyelesaian sengketa ini dilakukan melalui melalui kemampuan 
individu dan menjauh dari profesionalisasi hukum dan dengan 
cara menghubungkan masyarakat dengan kebijakan dan hati 
nurani dan perasaan. 
Proses Alternatif Penyelesaian Sengketa, khususnya 
mediasi antara pribadi dan anggota keluarga misalnya, biasanya 
cenderung memberdayakan seseorang dan memberikan  
tanggungjawab yang lebih besar kepadanya untuk penyelesaian 
masalah yang dihadapi. Akan tetapi tidak semua Alternatif 
Penyelesaian Sengketa   melibatkan pemberdayaan pribadi dalam 
beberapa bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa   memang 
dikehendaki adanya efektifitas, hemat biaya, dan cepat.Dalam 
beberapa keadaan dimana terdapat ketidakseimbangan kedudukan 
antara para pihaknya, Alternatif Penyelesaian Sengketa   menjadi 
tidak tepat. Adakalanya dapat dikatakan bahwa motivasi 
pemanfaatan Alternatif Penyelesaian Sengketa   disebut sebagai 
prinsip pemecahan masalah dengan bekerja sama. 
Dikatakan pula bahwa Alternatif Penyelesaian Sengketa   
dapat mencapai hasil yang lebih baik daripada sistem pengadilan. 
Ada dua alasan, pertama, jenis perselisihan membutuhkan cara 
pendekatan yang berlainan dan para pihak yang bersengketa 
merancang tata cara/prosedur khusus untuk penyelesaian 
                                                 
30
I Made Widnyana, Op.Cit., Hal. 11-13. 
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berdasarkan musyawarah. Kedua,mediasi dan bentuk Alternatif 
Penyelesaian Sengketa   lainnya melibatkan partisipasi yang lebih 
intensif dan langsung dalam usaha penyelesaian dari semua pihak 
dan akibatnya dikatakan bahwa Alternatif Penyelesaian Sengketa   
merupakan suatu cara penyelesaian perselisihan yang bukan lagi 
alternative. 
Mencari ketepatan bentuk mekanisme  penyelesaian sangat 
penting dalam filsafat Alternatif Penyelesaian Sengketa. Jenis 
perselisihan menimbulkan berbagai kondisi dengan berbagai 
kepentingan sehingga memerlukan jenis prosedur dan pendekatan 
yang berbeda. Alternatif Penyelesaian Sengketa  yang merupakan 
alternatif  terhadap proses pengadilan; atau sebagai pelengkap 
prosedur  pengadilan, melalui misalnya arbitrase atau mediasi. 
Alternatif Penyelesaian Sengketa   juga mendorong penekanan 
biaya dan meniadakan litigasi. 
Ada beberapa hal yang bisa menjadi indikator, apakah 
Alternatif Penyelesaian Sengketa  sesuai untuk diterapkan di 
Indonesia. Dalam hal ini perlu diteliti hal-hal sebagai berikut : 
Pertama, litigasi di Indonesia relative sangat mahal dan pada 
umumnya juga terlalu bertele-tele sehingga berkembang pendapat 
di masyarakat luas adanya ketidakstabilan para hakim pada 
umumnya, suatu hal yang banyak tergantung dari suatu keadaan 
khusus dan pengaruh eksternal. Kedua,adanya permasalahan yang 
dihadapi oleh para pihak mengenai biaya yang demikian besar 
telah membuka peluang untuk pencarian 
alternative.Ketiga,Alternatif Penyelesaian Sengketa  mendorong 
mereka dalam sengketa untuk bersama-sama mencari 
penyelesaian yang lebih mudah. 
Perkembangan Alternatif Penyelesaian Sengketa   terjadi 
karena dorongan yang pada awalnya karena kekecewaan 
masyarakat terhadap cara-cara tradisional dan konvensional 
penyelesaian sengketa yang tercermin dari kecaman-kecaman 
yang ditujukan ke pengadilan, atau kepada mereka yang 
menyandang profesi hukum dan kadang-kadang tidak terkendali 
dan mengabaikan hukum yang berlaku. Para pengacara dan pihak 
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lainnya yang terkait dengan pengadilan seringkali tidak 
menyadari kritik-kritik tersebut, atau kalau menyadari tidak 
mempersoalkan dan memperdulikan bagaimana cara yang terbaik 
menanggapi kritik yang seharunay diberi perhatian. Alternatif 
Penyelesaian Sengketa   kini telah berkembang dan banyak ahli 
hukum mulai meltih diri, juga para pengacara berusaha 
mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan di bidang baru 
ini. Bebragai organisasi Alternatif Penyelesaian Sengketa   makin 
tumbuh dan berkembang membentuk organisasi/lembaga yang 
memusatkan perhatian dan usahanya pada proses sengketa, 
seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang 
melakukan pemberian jasa dalam berbagai bentuk Alternatif 
Penyelesaian Sengketa  . 
Dewasa ini penyelesaian sengketa/konflik sudah mulai 
beralih dari penyelesaian dengan cara litigasi ke cara-cara 
penyelesaian nonlitigasi. Banyak negara saat ini berpaling pada 
cara penyelesaian sengketa yang disebut dengan Alternative 
Dispute Resolution (ADR)atau Mekanisme Penyelesaian 
Sengketa Secara Kooperatif (MPSSK) atau Mekanisme Alternatif 
Penyelesaian Sengketa (MAPS). Adanya mekanisme ini 
sebenarnya merupakan alternatif pilihan penyelesaian sengketa di 
luar pengadilan. Dengan cara ini, kemacetan penyelesaian 
sengketa yang terjadi di pengadilan dapat dikurangi.
31
 
Alternatif Penyelesaian Sengketa pada hakikatnya 
merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang 
dilakukan secara damai. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 
tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa 
disamping mengatur tentang arbitrase, undang-undang ini juga 
menekankan pada penyelesaian sengketa alternatif berbentuk 
mediasi dan pemakaian tenaga ahli, bahkan tidak menutup 
kemungkinan penyuelesaian sengketa melalui alternatif-alternatif 
lain.
32
 
Pengertian Alternatif Penyelesaian Sengketa disini, adalah 
                                                 
31
Moch.Basarah, Op.Cit., hal.16. 
32
Munir Fuady, Op. Cit., hal.3. 
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lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui 
prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar 
pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, 
atau penilaian ahli. Dengan demikian jelaslah yang dimaksud 
dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam perspektif 
Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999tentang Arbitrase dan 
Alternatif Penyelesaian Sengketa itu suatu pranata penyelesaian 
sengketa di luar pengadilan berdasarkan para pihak dan 
mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di 
pengadilan.
33
 
Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999tentang Arbitrase 
dan Alternatif Penyelesaian Sengketa telah menyediakan 
beberapa pranata pilihan penyelesaian sengketa secara damai 
yang dapat ditempuh para pihak untuk menyelesaikan sengketa 
perdata mereka, apakah mendayagunakan pranata negosiasi, 
konsiliasi, mediasi, atau penilaian ahli. Pilihan yang dapat 
diselesaikan oleh para pihak melalui pilihan penyelesaian 
sengketa hanyalah sengketa di bidang perdata saja. Pilihan 
sengketa dalam bentuk perdamaian ini hanya akan mencapai 
tujuan dan sasarannya bila didasarkan pada itikad baik diantara 
pihak yang bersengketa dengan mengesampingkan penyelesaian 
sengketa secara litigasi di Pengadilan Negeri.
34
 
Perkembangan Alternatif Penyelesaian Sengketa terjadi 
karena dorongan yang pada awalnya disebabkan kekecewaan 
masyarakat terhadap cara-cara tradisional dan konvensional 
penyelesaian sengketa yang tercermin dari kecaman-kecaman 
yang ditujukan ke pengadilan, atau kepada mereka yang 
menyandang profesi hukum dan kadang-kadang tidak terkendali 
dan mengabaikan hukum yang berlaku.Pada kenyatannya, 
berbagai kekurangan yang terjadi di pengadilan pada ahirnya 
harus dibebankan dan menjadi tanggung jawab masyarakat 
hukum dan pihak terkait yang dipercaya mengelola keadilan agar 
                                                 
33
Susanti Adi Mugroho, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen 
Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kenadala Implementasinya, Jakarta, 
Prenada Media Group, 2008, hal. 250. 
34
Ibid. 
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menunjukkan kesungguhannya dan menerapkan perangkat 
hukumnya sehingga setiap sengketa dapat diselesaikan secara 
lebih konstruktif dan efisien. Berdasarkan pengalaman dan 
keyakinan, dapat dikatakan bahwa cara-cara Alternatif 
Penyelesaian Sengketa mampu menjabarkan cara kerja yang 
efektif. Makin banyak anggota masyarakat mencermati Alternatif 
Penyelesaian Sengketa dan juga memanfaatkannya. Prosesnya 
makin dapat meyakinkan sebagai suatu mekanisme yang pantas 
dan merupakan suatu alat bantu penyelesaian sengketa secara 
cepat.
35
 
Melihat manfaat yang diperoleh, baik penyelesaian 
sengketa di luar pengadilan (non litigasi) maupun melalui 
pengadilan (litigasi), peraturan perundang-undangan di Indonesia 
sudah mulai mengatur penyelesaian sengketa tersebut termasuk 
dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang 
mengakomodir kedua cara penyelesaian sengketa tersebut.  
Peraturan perundang-undangan dimaksud antara lain Undang-
undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 
Penyelesaian Sengketa. Di Indonesia Alternatif Penyelesaian 
Sengketa  telah memasuki penyelesaian kepentingan dalam 
keluarga, perburuhan, dan kini mulai meluas ke bidang-bidang 
lain seperti perselisihan perdata, hukum tata usaha Negara, 
hukum lingkungan, hukum internasional dan bidang usaha/niaga. 
Proses Alternatif Penyelesaian Sengketa   tidak dibatasi oleh 
wilayah dan ideologi, meskipun beberapa penyesuaian masih 
diperlukan dan memungkinkan dapat bermanfaat di satu negara 
dengan budaya yang beragam, Prosedur yang efektif dapat 
diciptakan menurut kebutuhan dengan berbagai modifikasi 
sehingga lebih cocok dengan kondisi-kondisi setempat. 
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Priyatna Abdurrasyid, Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian 
Sengketa Suatu Pengantar,Jakarta, PT. Fikahati Aneska, 2002. 
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C. Mediasi Sebagai BentukAlternatif Penyelesaian Sengketa 
(Lihat I Made Widnyana Hal. 111 dst.) 
Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan pilihan 
penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Kata alternatif 
menunjukkan bahwa para pihak yang bersengketa bebas melalui 
kesepakatan bersama memilih bentuk dan tata cara apa yang 
terdapat dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa dan akan 
diterapkan kepada penyelesaian sengketanya.
36
 
Pengertian Alternatif Penyelesaian Sengketa disini, adalah 
lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui 
prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar 
pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, 
atau penilaian ahli. Dengan demikian jelaslah yang dimaksud 
dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam perspektif 
Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan 
Alternatif Penyelesaian Sengketa itu suatu pranata penyelesaian 
sengketa di luar pengadilan berdasarkan para pihak dan 
mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di 
pengadilan.
37
 
Alternatif Penyelesaian Sengketa pada hakikatnya 
merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang 
dilakukan secara damai. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 
tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa 
disamping mengatur tentang arbitrase, undang-undang ini juga 
menekankan pada penyelesaian sengketa alternatif berbentuk 
mediasi dan pemakaian tenaga ahli, bahkan tidak menutup 
kemungkinan penyelesaian sengketa melalui alternatif-alternatif 
lain.
38
 
Menurut budaya masyarakat di Indonesia, 
                                                 
36
Lalu Husni, Op.Cit, hal.53 
37
Susanti Adi Mugroho, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen 
Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kenadala Implementasinya, Jakarta, 
Prenada Media Group, 2008, hal. 250. 
38
MunirFuady, 
ArbitraseNasionalAlternatifPenyelesaianSengketaBisnis, Bandung, PT. Citra 
AdityaBakti, 2000, hal.3. 
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musyawarah/mufakat merupakan metode penyelesaian sengketa 
yang sangat efektif dan lebih efisien dibandingkan dengan 
penyelesaian melalui pengadilan. 
Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase 
dan Alternatif Penyelesaian Sengketa telah menyediakan 
beberapa pranata pilihan penyelesaian sengketa secara damai 
yang dapat ditempuh para pihak untuk menyelesaikan sengketa 
perdata mereka, apakah mendayagunakan pranata negosiasi, 
konsiliasi, mediasi, atau penilaian ahli. Pilihan yang dapat 
diselesaikan oleh para pihak melalui pilihan penyelesaian 
sengketa hanyalah sengketa di bidang perdata saja. Pilihan 
sengketa dalam bentuk perdamaian ini hanya akan mencapai 
tujuan dan sasarannya bila didasarkan pada itikad baik diantara 
pihak yang bersengketa dengan mengesampingkan penyelesaian 
sengketa secara litigasi di Pengadilan Negeri.
39
 
Proses penyelesaian sengketa yang dapat digunakan untuk 
menjawab sengketa yang mungkin timbul dapat dilakukan 
melalui berbagai proses, antara lain 
40
: 
1.  Proses Adjudikasi 
a. Litigasi 
b. Arbitrase 
2. Proses Konsensus 
a. Ombudsman 
b. Pencari fakta yang bersifat netral 
c. Negosiasi 
d. Mediasi 
e. Konsiliasi 
3.  Proses Adjudikasi 
a. Mediasi-Arbitrase 
b. Persidangan Mini 
c. Pemeriksaan juri secara sumir 
d. Evaluasi netral secara dini. 
Perkembangan Alternatif Penyelesaian Sengketa terjadi 
                                                 
39
Ibid. 
40
Moch.Basarah, Op. Cit, hal. 1. 
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karena dorongan yang pada awalnya disebabkan kekecewaan 
masyarakat terhadap cara-cara trdisional dan konvensional 
penyelesaian sengketa yang tercermin dari kecaman-kecaman 
yang ditujukan ke pengadilan, atau kepada mereka yang 
menyandang profesi hukum dan kadang-kadang tidak terkendali 
dan mengabaikan hukum yang berlaku.
41
 Pada kenyatannya, 
berbagai kekurangan yang terjadi di pengadilan pada ahirnya 
harus dibebankan dan menjadi tanggung jawab masyarakat 
hukum dan pihak terkait yang dipercaya mengelola keadilan agar 
menunjukkan kesungguhannya dan menerapkan perangkat 
hukumnya sehingga setiap sengketa dapat diselesaikan secara 
lebih konstruktif dan efisien. Berdasarkan pengalaman dan 
keyakinan, dapat dikatakan bahwa cara-cara Alternatif 
Penyelesaian Sengketa mampu menjabarkan cara kerja yang 
efektif. Makin banyak anggota masyarakat mencermati Alternatif 
Penyelesaian Sengketa dan juga memanfaatkannya. Prosesnya 
makin dapat meyakinkan sebagai suatu mekanisme yang pantas 
dan merupakan suatu alat bantu penyelesaian sengketa secara 
cepat.
42
 
Dalam praktek, model penyelesaian melalui ADR banyak 
memberikan manfaat bagi para pihak, antara lain : biaya relatif 
murah dan penyelesaiannya cepat, putusannya dapat 
melanggengkan hubungan para pihak. Christoper W. Moor 
sebagaimana dikutip Joni Emirzon,
43
  menyatakan beberapa 
keuntungan melalui mekanisme ADR, antara lain : 
a. Sifat  kesukarelaan dalam proses; 
                                                 
41
Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani mengemukakan pendapat 
yang senada tentang kedudukan pengadilan sebagai salah satu cara 
penyelesaian yang paling dikenal, boleh dikatakan akan selalu berusaha untuk 
dihindari oleh anggota masyarakat. Selain proses dan jangkawaktu yang 
relative lama dan berlarut-larut, sertaoknum-oknum yang cenderung 
“mempersulit” proses pencarian keadilan, peradilan yang ada di Indonesia saat 
ini dianggap kurang dapat memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, bahkan 
kadangkala “memperkosa” rasa keadilan dan kepatutan yang berkembang 
dalam masyarakat. Lihat GunawanWidjajadan Ahmad Yani, HukumArbitrase, 
Jakarta, PT. Raja GrafindoPersada, 2000, hal. 25-26. 
42
PriyatnaAbdurrasyid, Op.Cit, hal.30-32. 
43
 Joni Emirzon, Op.Cit, hal. 3. 
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b. Prosedur yang relative cepat; 
c. Keputusan non Judicial; 
d. Prosedur rahasia; 
e. Fleksibilitas yang besar dalam merancang syarat-syarat 
penyelesaian masalah; 
f. Hemat waktu, biaya; 
g. Perlindungan dan pemeliharaan hubungan; 
h. Kemungkinan untuk melaksanakan putusan tinggi; 
i. Tingkat yang lebih tinggi untuk melaksanakan control dan 
lebih mudah memperkirakan hasil; 
j. Kesepakatan-kesepakatan yang lebih baik daripada sekedar 
kompromi atau hasil yang diperoleh dari cara penyelesaian 
kalah-menang; 
k. Keputusan yang bertahan sepanjang waktu. 
Selain faktor-faktor di atas, terdapat faktor lain yang 
menjadi alasan perlunya alternatif penyelesaian sengketa, yaitu : 
1. Adanya tuntutan dunia bisnis; 
2. Adanya berbagai kritik yang dilontarkan kepada lembaga 
peradilan; 
3. Peradilan pada umumnya tidak responsive; 
4. Keputusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah; 
5. Kemampuan para hakim bersifat generalis; 
6. Adanya berbagai ungkapan yang mengurangi citra pengadilan; 
7. Pencegahan terjadinya sengketa akan memperkecil sengketa.
44
 
Melihat manfaat yang diperoleh, baik penyelesaian 
sengketa di luar pengadilan (non litigasi) maupun melalui 
pengadilan (litigasi), peraturan perundang-undangan di Indonesia 
sudah mulai mengatur penyelesaian sengketa. 
Secara konvensional, penyelesaian sengketa biasanya 
dilakukan secara litigasi atau penyelesaian sengketa di muka 
pengadilan. Dalam keadaan demikian, posisi para pihak yang 
bersengketa sangat antagonistis (saling berlawanan satu sama 
lain). Penyelesaian sengketa seperti ini,  kalaupun ahirnya 
                                                 
44
 M. YahyaHarahap, dkk.,PenyelesaianSengketa di 
LuarPengadilan, Jakarta, BPHN, 1996, hal.24. 
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ditempuh, penyelesaian itu semata-mata hanya sebagai jalan yang 
terahir (ultimatum remedium) setelah alternative lain dinilai tidak 
membuahkan hasil. Proses penyelesaian sengketa yang 
membuthkan waktu yang lama  mengakibatkan para pihak yang 
bersengketa mengalami ketidakpastian. 
Litigasi adalah proses gugatan atas suatu konflik yang 
diritualisasikan untuk menggantikan konflik sesungguhnya, 
dimana para pihak memberikan kepada seorang pengambil 
keputusan dua pilihan yang bertentangan. Litigasi merupakan 
proses yang sangat dikenal bagi para lawyer dengan karakteristik 
adanya pihak ketiga yang mempunyai kekuatan untuk 
memutuskan (to impose) solusi diantara para pihak yang 
bersengketa.
45
 
Dalam mengambil alih keputusan dari para pihak, dalam 
batas tertentu litigsi sekurang-kurangnya menjamin bahwa 
kekuasaan  tidak dapat mempengaruhi hasil dan dapat menjamin 
ketentraman sosial. Sebagai suatu ketentuan umum dan proses 
gugatan, litigasi sangat baik untuk menemukan kesalahan-
kesalahan dan masalah-masalah posisi pihak lawan. Litigasi juga 
memberikan suatu standar prosedur yang adil dan memberikan 
peluang yang luas kepada para pihak untuk didengar 
keterangannya sebelum diambil keputusan. 
Selain menjamin perlakuan yang adil kepada para pihak, 
kesempatan untuk didengar, menyelesaikan sengketa, dan 
menjaga ketertiban umum, adjudikasi publik juga memiliki 
kebaikan  atau keuntungan dalam membawa nilai-nilai 
mesyarakat yang terkandung dalam hukum untuk menyelesaikan 
sengketa.Dengan demikian, adjudikasi tidak hanya 
menyelesaikan sengketa, tetapi juga menjamin suatu bentuk 
ketertiban umum dalam undang-undang, baik secara eksplisit 
maupun implisit. Meski demikian, litigasi memiliki banyak 
kekurangan.. Litigasi memaksa  para pihak berada pada posisi 
yang ekstrem dan memerlukan pembelaan (advocacy) atas setiap 
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 Suyud Margono, ADR &Arbitrase : Proses Pelembagaan dan 
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maksud yang dapat mempengaruhi keputusan. Litigasi 
mengangkat seluruh persoalan dalam syuatu perkara, baik 
persoalan materi (substansi) maupun prosedur, untuk persamaan 
kepentingan dan mendorong para pihak melakukan penyelidikan 
fakta. 
Litigasi tidak cocok untuk sengketa yang bersifat polisentris 
atau sengketa yang melibatkan banyak pihak, banyak persoalan, 
dan beberapa kemungkinan alternative pemnyelesaian. Pihak 
yang berperkara seringkali dapat membuat litigasi berjalan 
semata-mata untuk merugikan pihak lain dan membuat proses 
perkara menjadi lebih mahal. Tujuan utama dari upaya tersebut 
adalah memaksa pihak yang tidak memiliki sumber daya yang 
sama untuk menyerah dan men yelesaikan masalah menurut 
syarat-syarat yang menguntungkan pihak lawan. 
Di samping model penyelesaian sengketa secara 
konvensional melalui litigasi system peradilan (ordinary court), 
dalam praktek di Indonesia dikenal pula model yang relative 
baru. Model ini cukup popular di Amerika Serikat dan Eropa 
yang dikenal nama ADR (Alternative Dispute Resolution) yang 
meliputi negosiasi, mediasi dan arbitrase.
46
Meskipun 
penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan menggunakan 
model ADR, namun tidak menutup peluang penyelesaian perkara  
tersebut secara litigasi. Penyelesaian perkara secara litigasi tetap 
dapat dipergunakan manakala penyelesaian secara nonlitigasi 
tidak membuahkan hasil.Salah satu cara yang dapat ditempuh 
untuk menyelesaikan sengketa, selain melalui jalur peradilan 
adalah melalui metoda yang dinamakan negosiasi, mediasi, dan 
arbitrase. Tiga tipe utama penyelesaian sengketa ini merupakan 
laternatif lain dri proses pengadilan, dan populer disebut sebagai 
Alternatif Penyelesaian Sengketa. 
Penggunaan ADR merupakan salah satu mekanisme 
penyelesaian sengketa nonlitigasi dengan mempertimbangkan 
segala bentuk efisiensinya dan untuk tujuan masa yang akan 
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datang sekaligus menguntungkan bagi para pihak yang 
bersengketa. 
Menurut teori, ada beberapa definisi mengenai mediasi, 
tetapi secara umum mediasi sebenarnya merupakan bentuk dari 
proses Alternative Dispute Resolution. Penyebutan alternatif 
penyelesaian sengketa dikarenakan mediasi merupakan satu cara 
penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang bersifat tidak 
memutus, cepat, murah, dan memberikan akses kepada para 
pihak yang bersengketa memperoleh keadilan atau penyelesaian 
yang memuaskan. 
Dalam kepustakaan, setidaknya terdapat  beberapa definisi 
tentang mediasi yang dirumuskan oleh beberapa ahli. Nollan 
Haley, mendefiniskan mediasi sebagai berikut : 
“A short term structured task oriented, partipatory 
invention process. Disputing parties work with a neutral 
third party, the mediator, to recach a mutually acceptable 
agreement”.47 
Sedangkan Kovach mendefinisikan mediasi sebagai : 
“Facilitated negotiation. It process by which a 
neutral third party, the mediator, assist disputing parties in 
reaching a mutually satisfaction solution”.48 
Dalam sengketa dimana salah satu pihak lebih kuat dan 
cenderung menunjukkan kekuasaannya, pihak ketiga memegang 
peranan penting untuk menyetarakannya.Kesepakatan  dapat 
tercapai dengan mediasi karena pihak yang bersengketa berhasil 
mencapai saling pengertian dan bersama-sama merumuskan 
penyelesaian sengketa tanpa arahan konkrit dari pihak ketiga. 
Mediasi telah tumbuh dan berkembang sejalan dengan 
tumbuhnya keinginan manusia menyelesaikan sengketa secara 
cepat dan memuaskan kedua belah pihak. Filosofi yang 
dikandung mediasi, bahwa manusia secara lahiriah tidak 
menghendaki dirinya bergelimang konflik dan persengketaan 
dalam rentang waktu yang lama. Manusia berusaha untuk 
                                                 
47
 Nollan Halley dan M. Jaqueline, Alternative Dispute Resolution, 
St. Paul : West Publishing Co., USA, 1992, hlm.56. 
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menghindar dan keluar dari konflik, meskipun konflik atau 
persengketaan tidak mungkin dihilangkan dari realitas kehidupan 
manusia. Pencarian pola penyelesaian sengketa terus dilakukan 
manusia dalam rangka memenuhi keinginan fitrahnya untuk 
hidup damai, aman, adil, dan sejahtera. 
Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa antara para 
pihak yang dilakukan dengan bantuan pihak ketiga (mediator) 
yang netral dan tidak memihak sebagai fasilitator, dimana 
keputusan untuk mencapai suatu kesepakatan tetap diambil oleh 
para pihak itu sendiri, tidak oleh mediator. Dengan demikian, 
mediasi adalah proses penyelesaian sengketa negosiasi dengan 
bantuan pihak ketiga. Pihak ketiga inilah yang bertindak untuk 
kedua belah pihak di dalam menegosiasikan suatu sengketa. 
Mediasi merupakan suatu proses damai dimana para pihak 
yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang 
mediator (seseorang yang mengatur pertemuan antara dua pihak 
atau lebih yang bersengketa) untuk mencapai hasil akhir yang 
adil, tanpa membuang biaya yang terlalu besar, akan tetapi tetap 
efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang 
bersengketa secara sukarela. 
Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah 
dimana pihak luar yang tidak memihak (impartial) bekerjasama 
dengan pihak yang bersengketa untuk membantu memperoleh 
kesepakatan dengan memuaskan. Berbeda dengan hakim atau 
arbiter, mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan 
sengketa. Mediator hanya membantu para pihak untuk 
menyelesaikan  persoalan-persoalan yang dikuasakan kepadanya. 
Mediasi merupakan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang 
dapat digunakan oleh para pihak di luar pengadilan. Lembaga ini 
memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berperan 
mengambil inisiatif, guna menyelesaikan sengketa mereka yang 
dibantu pihak ketiga sebagai mediator. Prinsip mediasi adalah 
sama-sama menang (win-win solution), sehingga para  pihak yang 
terlibat sengketa merasakan tidak adanya pihak menang dan 
pihak kelah. Mediasi bukan hanya mempercepat proses 
 80 
 
  Vol. 9 No.2 Juli-Desember 2018 
penyelesaian sengketa, tetapi juga menghilangkan dendam dan 
memperteguh hubungan silaturahmi. 
Mediasi pada dasarnya adalah negosiasi yang melibatkan 
pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi 
yang efektif, dapat membantu dalam situasi konflik untuk 
mengkoordinasikan aktivitas mereka sehingga lebih efektif dalam 
proses tawar-menawar…. Bila tidak ada negosiasi …. Tidak ada 
mediasi.
49
 
Mediasi telah terbukti mampu menyelesaikan sengketa 
secara cepat, tepat dan menghasilkan agreement yang memuaskan 
kedua belah pihak. Mediasi mampu memberikan jalan dan 
mendorong kesadaran para pihak agar bersedia duduk bersama 
memikirkan jalan terbaik agar sengketa keduanya dapat berahir 
dengan cepat. Prinsip, pola, dan strategi yang dimiliki mediasi, 
perlu dipahami secara mendalam oleh mediator atau para pihak 
yang bersengketa. 
Mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa, 
memiliki ruang lingkup utama berupa wilayah privat. 
Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi dapat ditempuh di 
pengadilan maupun di luar pengadilan. Mediasi yang dijalankan 
di pengadilan merupakan bagian dari rentetan proses hukum di 
pengadilan, sedangkan bila mediasi dilakukan di luar pengadilan, 
maka proses mediasi tersebut merupakan bagian tersendiri yang 
terlepas dari prosedu hukum acara di pengadilan.
50
 
Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa para pihak 
dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap 
netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para 
pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog 
antar pihak dengan suasan keterbukaan, kejujuran, dan tukar 
pendapat untuk tercapainya mufakat. 
Dalam proses mediasi, para pihak yang bersengketa akan 
menyerahkan sengketanya kepada seorang mediator untuk 
                                                 
49
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mencapai hasil ahir yang adil, tanpa membuang biaya yang besar 
namun tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh para pihak 
secara sukarela. Mediasi merupakan tata cara yang didasarkan 
atas itikad baik dimana para pihak yang bersengketa 
menyampaikan saran-saran melalui jalur yang bagaimana 
sengketa akan diselesaikan oleh mediator.
51
 
Dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi tidak 
terdapat unsur paksaan antar para pihak dan mediator, karena 
para pihak meminta secara sukarela kepada mediator untuk 
membantu penyelesaian konflik yang terjadi. Oleh karena itu, 
mediator hanya berkedudukan membantu para pihak agar dapat 
mencapai kesepakatan yang hanya dapat diputuskan oleh para 
pihak yang berselisih. Sebagai pihak yang berada di luar pihak 
yang berselisih, mediator tidak memiliki kewenangan untuk 
memaksa, dan mediator berkewajiban bertemu atau 
mempertemukan para pihak yang bersengketa. Setelah 
mengetahui duduk perkaranya, mediator dapat menyusun 
proposal penyelesaian yang ditawarkan kepada para pihak yang 
berselisih. Mediator harus mampu menciptakan kondisi yang 
kondusif yang dapat menjamin terciptanya kompromi diantara 
pihak-pihak yang bersengketa untuk memperoleh hasil yang 
sama-sama menguntungkan. Jika proposal penyelesaian yang 
ditawarkan disetujui, mediator menyusun kesepakatan itu secara 
tertulis untuk ditandatangani oleh para pihak. 
Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sangat 
dirasakan manfaatnya, karena para pihak telah mencapai 
kesepakatan yang mengahiri persengketaan mereka secara dil dan 
saling menguntungkan. Bahkan dalam mediasi yang gagal pun, 
dimana para pihak belum mencapai kesepakatan, sebenarnya juga 
telah dirasakan menfaatnya. Kesediaan para pihak bertemu dalam 
suatu proses mediasi paling tidak telah mampu 
mengklarifikasikan akar persengketaan dan mempersempit 
perselisihan diantara mereka. Hal ini menunjukkan adanya 
keinginan para pihak untuk menyelesaikan sengketa, namun 
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mereka belum menemukan format tepat yang dapat disepakati 
oleh kedua belah pihak. 
Menurut Achmad Ali, terdapat bebrapa keuntungan dalam 
menggunakan proses mediasi, antara lain 
52
: 
1. Proses yang cepat. Persengketaan yang paling banyak 
ditangani oleh pusat-pusat mediasi publik dapat dituntaskan 
dengan pemeriksaan yang hanya berlangsung dua hingga tiga 
minggu. Rata-rata waktu yang digunakan untuk setiap 
pemeriksaan adalah satu hingga satu setengah jam. 
2. Bersifat rahasia. Segala sesuatu yang diucapkan selama 
pemeriksaan mediasi bersifat rahasia, dimana tidak dihadiri 
oleh public dan juga tidak ada pers yang meliput. 
3. Tidak mahal. Sebagian besar pusat-pusat mediasi publik 
menyediakan kualitas pelayanan secara gratis atau paling tidak 
dengan biaya yang sangat murah, para pengacara tidak 
dibutuhkan dalam suatu proses mediasi. 
4. Adil. Solusi bagi suatu persengketaan dapat disesuaikan 
dengan kebutuhan masing-masing pihak. Preseden-preseden 
hukum tidak akan diterapkan dalam kasus-kasus yang 
diperiksa oleh mediasi. 
5. Berhasil baik. Pada empat dari lima kasus yang telah mencapai 
tahap mediasi, kedua belah pihak yang bersengketa mencapai 
suatu hasil yang diinginkan. 
 Mediasi banyak memberikan keuntungan, karena 
memiliki metode yang berbeda dengan mekanisme litigasi. 
Dalam pandangan Gatot Soemartono
53
, mediasi memberikan 
beberapa keuntungan penyelesaian sebagai berikut : 
a. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa dengan 
cepat dan relative murah dibandingkan membawa 
perselisihan tersebut ke pengadilan atau arbitrase. 
b. Mediasi akan memfokuskan par pihak pada kepentingan 
mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau 
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psikologis mereka, jadi bukan hanya pada hak-hak 
hukumnya. 
c. Mediasi memberi kesempatan para pihak untuk berpartisipasi 
secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan 
perselisihan mereka. 
d. Mediasi memberi par pihak kemampuan untuk melakukan 
control terhadap proses dan hasilnya. 
e. Mediasi dapat mengubah hasil, yang dalam litigasi dan 
arbitrase sulit diprediksi dengan suatu kepastian melalui 
konsensus. 
f. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu 
menciptakan saling pengertian yang lebih diantara para pihak 
yang bersengketa, karena mereka sendiri yang 
memutuskannya. 
g. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan 
yang hamper selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat 
memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan atau 
arbitrer pada arbitrase. 
 Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia 
ditegaskan ruang lingkup yang dapat dijalankan kegiatan mediasi. 
Dalam Undang-unang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Arbitrase 
dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disebutkan bahwa sengketa 
atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak 
melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa yang didasarkan pada 
itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi 
di Pengadilan Negeri (Pasal 6). Ketentuan dalam pasal ini 
memberi ruang gerak mediasi yang cukup luas, yaitu seluruh 
perbuatan hukum yang termasuk dalam ruang lingkup perdata. 
Hal senada ditegaskan dalam Pasal 2 Peraturan MA RI Nomor 2 
Tahun 2003 yang menyatakan bahwa semua perkara perdata yang 
diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib terlebih dahulu 
diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator. 
Ketentuan pasal ini menggambarkan bahwa ruang lingkup 
sengketa yang dapat dimediasi adalah seluruh perkara perdata 
yang menjadi kewenangan peradilan Umum dan PA. 
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 Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 
tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif, 
penyelesaian secara mediasi diatur dalam Pasal 6 ayat  (3). Dalam 
undang-undang ini disebutkan jika mediator yang ditunjuk oleh 
para pihak tidak membawa hasil, para pihak dapat menghubungi 
sebuah lembaga arbitrase atau lembaga penyelesaian sengketa 
untuk menunjuk seorang mediator. Mediator yang ditunjuk, 
dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari harus 
mengupayakan penyelesaian. Jika berhasil dibuatkan secara 
tertulis dan ditandatangani oleh para pihak, serta kesepakatan ini 
bersifat final dan mengikat para pihak serta harus didaftarkan di 
Pengadilan Negeri. Jika mediasi tidak berhasil mendamaikan para 
pihak, berdasarkan kesepakatan para pihak secara tertulis dapat 
mengajukan penyelesaian perselisihan melalui lembaga arbitrase. 
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